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Kata Pengantar 
 

Direktori Perusahaan Konstruksi Kabupaten Wajo Tahun 2020 

merupakan hasil pemutakhiran direktori perusahaan konstruksi melalui 

kegiatan Updating Direktori Perusahaan Konstruksi yang dilaksanakan oleh 

Seksi Statistik Produksi BPS Kabupaten Wajo. Informasi perusahaan yang 

disajikan meliputi: Nama, Alamat, dan Kualifikasi Usaha. Direktori ini 

digunakan sebagai kerangka sampel untuk survei, penelitian, dan studi yang 

berkaitan dengan perusahaan konstruksi. 

Diharapkan Publikasi ini bermanfaat baik oleh perusahaan konstruksi 

yang bersangkutan maupun konsumen data yang memerlukan. Kami juga 

mengharapkan masukan para pengguna data dalam rangka perbaikan dan 

penyempurnaan publikasi tersebut di kemudian hari, sehingga dapat lebih 

bermanfaat bagi para pengguna. 

Akhirnya, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan 

penghargaan kepada semua pihak yang terlibat pada pekerjaan lapang, 

pengolahan data, dan para Pimpinan Perusahaan Pelaksana Konstruksi yang 

telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga 

publikasi ini dapat terwujud. Semoga di masa mendatang dapat diperoleh 

data yang akurat, lengkap, dan dapat dipercaya. 

Sengkang, Juni 2021 

Kepala Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Wajo 

 

 

 

Ir. Rustan 
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Pendahuluan 

Latar Belakang  

 

Dalam pembangunan nasional, sektor konstruksi mempunyai peranan 

penting dan strategis mengingat sektor konstruksi menghasilkan produk 

akhir berupa gedung, sipil atau bentuk fisik lainnya, baik berupa prasarana 

maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan 

perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial, dan 

budaya dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 

Untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan sektor konstruksi 

di Indonesia diperlukan data statistik yang aktual dan akurat seta 

berkesinambungan baik yang mencakup produk sektor konstruksi maupun 

keberadaan badan usaha jasa konstruksi sebagai penggerak sektor 

konstruksi. Sehingga dibutuhkan direktori perusahaan konstruksi yang 

lengkap sebagai kerangka sampel dalam pengambilan sampel berbagai 

survei konstruksi. 

Sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan kegiatan 

Updating Direktori Perusahaan/Usaha Konstruksi secara rutin yang 

dilaksanakan secara sampel di seluruh Indonesia. 

Tujuan  

 

Secara garis besar, tujuan dari Pengutipan dan Updating Direktori 

Perusahaan Konstruksi adalah: 

1. Memperbarui direktori perusahaan konstruksi terakhir. 

2. Membentuk Kerangka Sampel Perusahaan/Usaha Konstruksi yang 

up-to-date, yang digunakan untuk pengambilan sampel Survei 

Perusahaan Konstruksi Tahunan (SKTH), Survei Perusahaan 
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Konstruksi Triwulanan (SKTR), dan Updating Direktori Perusahaan 

Konstruksi (UDP). 

3. Mendapatkan informasi perusahaan tentang nama perusahaan, 

status perusahaan, kualifikasi perusahaan, badan hukum/badan 

usaha, tahun mulai beroperasi secara komersial, bidang pekerjaan 

utama, jenis bangunan usaha, banyaknya pekerja tetap dan contact 

person. 

Cakupan  

 

Pada tahun 2020 ini kegiatan Pengutipan dan Updating Direktori 

Perusahaan Konstruksi dilakukan pada 2 (dua) tahap kegiatan: 

1. Kegiatan Pengutipan Direktori Perusahaan Konstruksi dilaksanakan ke 5 

(lima) OPD (Organisasi Perangkat Daerah)/Instansi Terkait/Asosiasi baik 

di provinsi maupun di kabupaten/kota. Selanjutnya data hasil pengutipan 

tersebut di-matching dan di-update ke Sampling Frame (SF2019-

Update). SF2019-Update dibentuk dari hasil SF2018-Update yang telah 

dilakukan pembaruan dari kegiatan Pengutipan dan Updating Direktori 

Perusahaan Konstruksi 2019 pada kondisi November 2019, lalu diupdate 

lagi dengan Direktori Perusahaan Konstruksi 2018 untuk kualifikasi kecil. 

2. Field Checking (cek lapang) untuk UDP-2020 dengan jumlah sebanyak 

26.000 perusahaan, dimana masing-masing jumlah target sampel 

perusahaan per kabupaten/kota sebanyak 30, atau 50, atau 100 

perusahaan yang dipilih secara purposive sampling. Eligible sampel UDP-

2020 adalah perusahaan konstruksi bukan sampel UDP-2019, SKTH-2018, 

SKTH-2019, SKTR-2019 dan SKTR-2020. Prioritas utama yang dijadikan 

sampel UDP-2020 adalah perusahaan skala menengah hasil dari insert 

Pengutipan Direktori Perusahaan Konstruksi 2020. 
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Variabel yang dimutakhirkan  

 

Jenis format data direktori perusahaan konstruksi yang digunakan untuk 

pelaksanaan matching dengan hasil Pengutipan Direktori Perusahaan 

Konstruksi dari SKPD adalah file excell yang berisi variabel: 

1. Identitas Perusahaan 

2. Status Perusahaan 

3. Kualifikasi Perusahaan 

4. Badan Hukum/Badan Usaha 

5. Tahun Perusahaan Mulai Beroperasi 

6. Jenis Borongan Pekerjaan Utama Yang Biasa Dikerjakan. 

7. Bidang Pekerjaan 

8. Tempat Usaha 

9. Jumlah Pekerja Tetap Pada Saat Pencacahan  

Metodologi  

 

Dalam pelaksanaan Pengutipan Direktori Perusahaan Konstruksi ini, BPS 

mengirimkan Kerangka Sampel Direktori Perusahaan Konstruksi kondisi 2019 

(SF2019-Update). Kemudian BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota 

melakukan pengutipan direktori perusahaan konstruksi masing-masing untuk 

5 (lima) instansi terkait (instansi terpilih menyesuaikan dengan kondisi 

daerahnya seperti Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Lembaga 

Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD), Gapensi, AKLI, Gapeksindo, 

dll). Kegiatan Pengutipan yang dimaksud adalah melengkapi informasi yang 

telah ada, menambah perusahaan baru atau perusahaan aktif yang belum ada 

di direktori beserta informasi yang dimilikinya, sesuai dengan kondisi terakhir 
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di lapangan dan melakukan matching antara pengutipan OPD/Instansi 

Terkait/Asosiasi dan Direktori Perusahaan Konstruksi serta Cek Lapangan 

melalui kegiatan UDP-2020. 

Tahapan prosedur Pengutipan dan UDP Perusahaan Konstruksi:  

1. Pengutipan Direktori Perusahaan Konstruksi Tahun 2019 dari 

OPD/Instansi Terkait/Asosiasi.  

2. Matching hasil Pengutipan Perusahaan Konstruksi dari OPD/Instansi 

Terkait/Asosiasi dengan Direktori Perusahaan Konstruksi 

Konsep dan Definisi   

 

Konstruksi  

Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa 

bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya. 

Hasil kegiatan antara lain: gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta 

api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, bandara, 

jaringan listrik dan telekomunikasi, dan lain-lain.  

 

Perusahaan 

Perusahaan adalah suatu badan yang melakukan kegiatan ekonomi, 

bertujuan menghasilkan barang/jasa, terletak di suatu bangunan fisik pada 

lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri. Badan usaha 

perusahan konstruksi dapat berbentuk PT(Persero), NV/PT, CV, Firma, 

Koperasi, dan lainnya.  

 

Bentuk badan usaha/badan hukum/perijinan  

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomi yang 

bertujuan mencari laba atau keuntungan. 
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Badan hukum adalah bentuk pengesahan suatu perusahaan pada waktu 

pendirian yang dilakukan oleh instansi pemerintah (departemen terkait) yang 

diperkuat dengan bukti tertulis atau akte.  

Badan usaha yang disebut Badan Hukum: Usaha yang modalnya 

dipisahkan, seperti: Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan.  

Badan usaha yang disebut Bukan Badan Hukum: Usaha yang modalnya 

tidak dipisah, seperti: CV, Fa (Firma), dan Perorangan.  

 

Status Badan Usaha/Badan Hukum:  

Badan usaha yang disebut Badan Hukum  

 Perseroan Terbatas (PT): Perusahaan yang berstatus badan hukum, 

didirikan dengan modal yang terbagi dalam saham-saham dan 

pemegang saham bertanggung jawab terbatas pada nilai nominal saham 

yang dimiliki. Dalam menjalankan kegiatannya pemegang saham ikut 

serta berperan tergantung besar kecilnya jumlah saham yang dimiliki, 

atau berdasarkan perjanjian antar pemegang saham.  

 Koperasi : Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, 

beranggotakan orangorang atau badan-badan hukum koperasi yang 

merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas azas 

kekeluargaan.  

 Yayasan: Suatu badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan 

pendiriannya dititikberatkan pada usaha-usaha sosial dan bukan untuk 

mencari keuntungan.  

Badan Usaha yang disebut Bukan Badan Hukum 

 Perseroan Komanditer/Commanditair Venootschap (CV): Perusahaan 

yang memiliki 2 (dua) pemodal atau lebih yang terdiri dari sekutu aktif 
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dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah sekutu yang bertanggung jawab 

membe-rikan modal (uang) dan tenaganya untuk kelangsungan 

perusahaan. Sedangkan sekutu pasif hanya menyetorkan modalnya saja.  

 Firma: Perusahaan yang memiliki 2 (dua) pemodal atau lebih yang 

masing-masing merupakan sekutu aktif. Para sekutu harus menyerahkan 

kekayaannya sesuai yang tertera di akta pendirian. 

 Perseorangan : Suatu kegiatan usaha yang ditangani secara perorangan 

ataupun lebih tanpa bentuk badan hukum/usaha. 

 Ijin khusus dari Instansi terkait: Ijin yang dikeluarkan oleh 

departemen/instansi yang membina, baik dinas tingkat provinsi maupun 

dinas tingkat kabupaten/kota kepada perusahaan/usaha untuk 

melakukan kegiatan usaha.  

 Lainnya adalah semua bentuk badan hukum perusahaan yang belum 

termasuk pada butir. 

Bidang Pekerjaan Utama  

Merupakan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi. 

Penggolongan ini diberi kode satu digit dengan kode alphabet. Dalam KBLI 

seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia digolongkan menjadi 21 kategori. 

Kategori-kategori tersebut diberi kode huruf dari A sampai dengan U. Dalam 

hal ini untuk kategori Konstruksi diberi kode F yang terdiri dari:  

Konstruksi Gedung (KBLI 2015, 41...)  

Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi umum berbagai 

macam gedung/bangunan, termasuk pembangunan gedung baru, 

perbaikan gedung, penambahan dan renovasi bangunan, pendirian 

bangunan atau struktur prafabrikasi pada lokasi dan konstruksi yang 

bersifat sementara. Golongan pokok ini mencakup konstruksi bangunan 
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tempat tinggal, gedung perkantoran, pertokoan, sarana dan prasarana 

umum lainnya, termasuk bangunan pertanian dan lain-lain. Kegiatan 

konstruksi bangunan dimungkinkan untuk disubkontrakkan sebagian 

atau keseluruhan.  

Konstruksi Bangunan Sipil (KBLI 2015, 42...)  

Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi umum bangunan 

sipil, baik bangunan baru, perbaikan bangunan, penambahan bangunan 

dan perubahan bangunan, pendirian bangunan/struktur prafabrikasi 

pada lokasi proyek dan konstruksi yang bersifat sementara. Golongan 

pokok ini juga mencakup kegiatan konstruksi berat seperti fasilitas 

industri, proyek infrastruktur dan sarana umum, sistem pembuangan 

dan irigasi, saluran pipa dan jaringan listrik, fasilitas olahraga di tempat 

terbuka dan lain-lain. Sebagian atau keseluruhan pengerjaan dapat 

dilakukan atas biaya sendiri, berdasarkan balas jasa/kontrak.  

Konstruksi Khusus (KBLI 2015, 43...)  

Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi khusus (yang 

berhubungan dengan keahlian khusus), biasanya khusus pada satu 

aspek umum untuk struktur yang berbeda, yang membutuhkan 

peralatan atau ketrampilan khusus dan lebih banyak dilakukan 

berdasarkan subkontrak. 

Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penyelesaian gedung, 

instalasi berbagai macam keperluan yang membuat bangunan 

berfungsi seperti pipa-pipa ledeng, pemanas, pendingin ruangan (AC), 

sistem alarm dan pekerjaan listrik lainnya, sistem penyiraman, lift dan 

tangga berjalan dan lain-lain.  
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Termasuk juga kegiatan instalasi dan perbaikan sistem penerangan dan 

pemberian tanda isyarat untuk jalan raya, rel kereta api, bandar udara, 

pelabuhan, dan lain-lain.  

Kegiatan penyelesaian bangunan dan perbaikan meliputi kegiatan yang 

memberikan kontribusi untuk penyelesaian akhir suatu konstruksi. 

Kualifikasi Perusahaan  

Kualifikasi Perusahaan adalah penggolongan perusahaan konstruksi menurut 

tingkat/kedalaman kompetensi kemampuan usaha, yang selanjutnya dibagi 

menurut kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria risiko, 

dan/atau kriteria penggunaan teknologi, dan/atau kriteria besaran biaya.  

Penggolongan kualifikasi perusahaan ini dapat dibagi menjadi 8 (delapan) 

jenjang kompetensi, yaitu: 

 Perseorangan : Usaha orang perseorangan mempunyai batas nilai 

satu pekerjaan 0 s.d. Rp.300 juta.  

 Kecil 1 (K1) : Mempunyai batas nilai satu pekerjaan maksimum 0 s.d. 

Rp. 1 Miliar.  

 Kecil 2 (K2) : Mempunyai batas nilai satu pekerjaan maksimum 0 s.d. 

Rp. 1.75 Miliar.  

 Kecil 3 (K3) : Mempunyai batas nilai satu pekerjaan maksimum 0 s.d. 

Rp 2.5 Miliar.  

 Menengah 1 (M1) : Mempunyai batas nilai satu pekerjaan maksimum 

0 s.d. Rp. 10 Miliar.  

 Menengah 2 (M2) : Mempunyai batas nilai satu pekerjaan maksimum 

0 s.d. Rp. 50 Miliar.  

 Besar 1 (B1) : Mempunyai batas nilai satu pekerjaan maksimum 0 s.d. 

Rp. 250 Miliar.  
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 Besar 2 (B2) : Mempunyai batas nilai satu pekerjaan maksimum 0 s.d. 

tidak terbatas. 

Tabel 1 Penggolongan Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi 

Peraturan No 10 Tahun 2014 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 

No Golongan Usaha Kualifikasi Batas Nilai Satu Pekerjaan 

1 Perorangan Perorangan s.d. 300 juta 

2 Kecil K1 s.d. 1 milyar 

K2 s.d. 1,75 milyar 

K3 s.d. 2,5 milyar 

3 Menengah M1 s.d. 10 milyar 

M2 s.d. 50 milyar 

4 Besar B1 s.d. 250 milyar 

B2 s.d tak terbatas  

5 Non Kualifikasi Tidak mendaftar ke LPJKN/sudah expired 

Keterangan:  

Non Kualifikasi  

Golongan Usaha Non kualifikasi adalah perusahaan konstruksi 

berbadan hukum (CV, Firma, PT) yang tidak pernah melakukan sertifikasi 

badan usaha (SBU) ke LPJKN (Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi Nasional) 

atau sertifikasi badan usahanya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi oleh 

LPJKN (expired).  

Masa berlaku SBU berdasarkan UU LPJKN No. 2 Tahun 2011 adalah sbb:  

 Untuk perusahaan yang sudah menjadi anggota asosiasi konstruksi 

hingga 2 tahun dan setelah itu wajib mendaftarkan kembali ke LPJKN. 

Sedang perusahaan baru dan belum menjadi anggota asosiasi konstruksi 

SBU berlaku 1 tahun dan setelahnya wajib mendaftar kembali ke LPJKN.  

 Apabila ketemu Non Kualifikasi maka untuk badan hukum CV ke 

Kualifikasi Usaha K1; Badan hukum PT ke Kualifikasi Usaha M1. 
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Susunan Direktori 
 

Penyusunan Direktori Perusahaan Konstruksi Kabupaten Wajo Tahun 

2020 ini diatur berdasarkan urutan nama perusahaan. Setiap nama 

perusahaan dilengkapi dengan kategori usaha, alamat perusahaan, nomor 

telepon, nomor fax, email dan website.  

Data direktori perusahaan konstruksi yang disajikan dalam publikasi ini 

adalah perusahaan yang berskala kecil, menengah, besar, dan non kualifikasi 

di Kabupaten Wajo. 
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Ulasan 
 

Jumlah perusahaan/usaha konstruksi di Kabupaten Wajo pada tahun 

2020 sebanyak 466 usaha yang terdiri dari 401 perusahaan dengan skala 

usaha kecil, 18 perusahaan dengan skala usaha menengah, 3 perusahaan 

dengan skala usaha besar, dan 44 perusahaan dengan skala usaha non 

kualifikasi.  

   

Gambar 1. Persentase Perusahaan Konstruksi Menurut Skala Usaha di 

Kabupaten Wajo Tahun 2020 
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Gambar 2. Persentase Perusahaan Konstruksi Menurut Badan Usaha di 

Kabupaten Wajo Tahun 2020 

 

Ditinjau dari skala usahanya, perusahaan/usaha konstruksi di 

Kabupaten Wajo mayoritas berskala kecil yaitu sebesar 86,05 persen, 

sedangkan untuk perusahaan/usaha yang paling sedikit adalah perusahaan 

berskala besar yaitu sebesar 0,64 persen.  Jika dilihat dari bentuk usahanya, 

perusahaan konstruksi di Kabupaten Wajo tahun 2020 sebagian besar 

berbadan usaha CV dengan persentase sebesar 90,34 persen atau sebanyak 

421 perusahaan/usaha, dan PT/ PT persero sebesar 9,66 persen atau sebanyak 

45 perusahaan/usaha, serta tidak ditemukan usaha pelaksana konstruksi di 

tahun 2020 dengan bentuk usaha firma, koperasi, perwakilan perusahaan 

/lembaga asing dan lainnya. 
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Daftar Perusahaan Konstruksi di Kabupaten Wajo 
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